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PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Ktp
e .
P —
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Putaran, 24 Desember
1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa
kepada: HIDAYAT IT, SH, Advokat, berkantor di Kantor Advokat
& Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan, JI. Dr. Soetomo
Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 124/S.Kuasa/lll/2023 tanggal 10 Maret 2023,
dengan domisili elektronik pada alamat email:
adv.hidayat1991@gmail.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Hitam Besar, 09 Mei
1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2023 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor
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~ 217/Pdt.G/2023/PA.Ktp, tanggal 10 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya

sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 30 Maret 2018, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang sebagaimana
tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/2018 diterbitkan pada tanggal
05 April 2018;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama XXXX, lahir pada tanggal 15
September 2018 umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
peninggalan orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 bulan sampai bulan
Desember 2018. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak
kembali sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang
tua sebagaimana alamat diatas;
4, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah
menikah berjalan rukun dan harmonis sampai bulan Desember 2018. Setelah itu
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat bersama Penggugat
yang saat itu masih berusia 3 bulan dan Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas,
tidak pernah kembali dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama () 4 (empat)
tahun 3 (tiga) bulan atau sekiranya dari bulan Desember tahun 2018 sampai saat
ini, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian
salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya
6. Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu Tergugat untuk kembali,
menunggu kesadaran dan tanggung jawab Tergugat namun Tergugat tidak

kunjung datang;
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7. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin dan Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;

8. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat merasa

sudah tidak dihargai sebagai seorang istri dan Penggugat sudah tidak sanggup

lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan sebagai

langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga,

Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Jlka Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
dan patut menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan yang menerangkan
TERGUGAT (Tergugat) sejak Bulan Desember 2018 tidak diketahui alamatnya secara
pasti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan,
Pemerintah Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 Maret 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun dengan menempelkan gugatan pada Pengumuman Pengadilan
Agama Ketapang dan telah dipanggil secara resmi dan patut secara ghoib melalui
media massa LPPL —Radio Kabupaten Ketapang sebanyak 2 (dua) kali dengan

tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dengan Tenggang
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aktu antara pengumuman kedua (panggilan terakhir) dengan persidangan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan bukti-
bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 Mei 2018 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten

Ketapang, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P

dan diparaf;

B. Saksi:
1. SAKSI |, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir , 15 Maret 1979, umur 44 tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Jalan Rangga Sentap, RT034, RW004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta

Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Maret 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah peninggalan
orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 bulan sampai bulan Desember
2018;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang
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anak;

- Bahwa Tergugat sejak 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
nafkah lahir bathin;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5
(lima) tahun lebih yang lalu;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tidak
berhasil;

2. SAKSI I, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir , 03 Oktober 1983, umur 39
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Gang Arsenal, RT030, RWO005, Kelurahan
Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada pada tanggal 30 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah peninggalan
orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 bulan sampai bulan Desember
2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa sejak 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah
lahir bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5
(lima) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tidak
berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang
sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.Ktp
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga
disebabkan karena sejak 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah
lahir bathin. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima)
tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat
tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan
alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata,
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah
mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870
KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 30 Maret 2018 Penggugat dan
Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)
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‘Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara
a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan
dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat
sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat
tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang
saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909
sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan
saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka
hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga
dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu
sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka keterangan kedua saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah
pada tanggal 30 Maret 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan

Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
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Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal

bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri
dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah
lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima
tahun lebih hingga sekarang;

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing
sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama
meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya, menjadi fakta bahwa Keduanya
sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada
lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat
selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2018 berturut-turut tanpa alasan yang sah, serta
tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh
Tio Feby Ahmad, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,
S.H.l. dan Arif Masdukhin, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut dan Dadang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Achmad Rifqi Jalaluddin Arif Masdukhin, S.H.

Qolyubi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dadang, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp30.000,00
b. Panggilan : Rp20.000,00
c. Redaksi : Rp10.000,00
d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp100.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah . Rp255.000,00
Terbilang (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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